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BUPATI TANA TORAJA
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PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
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TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

[

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubemur
Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok,
maka perlu menetapkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan
dan penegakan hukum lerutama yang berkaitan dengan dampak rokok lerhadap
kesehatan masyarakat;

bahwa pengunaan dan pembagian hasil penenmaan pajak rokok sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dialokasikan di beberapa Saluan Kerja Perangkat Daerah
di Kabupaten Tana Toraja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Bupali Tana Toraja tentang Penggunaan dan
Pomibswgian Haeil Penerimaan Pajak Rokok.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1353 tentang ‘Pembentukan Daerah-daerah
Tingkal Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomer
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Parpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-



Unding. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Uniding-Undang Nomor 11 Tahun 1995 fentang Cukai (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355},

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undaing-Undang Nomor 12 Tahun 2008 fentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peinerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Unding Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah - Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Iedonesid Talnn 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negivii Republik
Indunesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Refribusi
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Neyara Republik Indonesia Nomor 5049)

‘

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):

eraloran Premerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan Ketiangan
Pl (Lembaran Negara Republik  donsesia Tahun 2005 Nomor 140,

Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Poralwan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
'eineninlahan aniara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daurah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

#2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165);

Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 ‘Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara R;epublik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak
Rokok {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
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Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun
2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun_ 2013

Nomor 52);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2008 Nomor 2};

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Dacrah yang menjadi Kewenangan Pemeritah Kabupaten Tana

Toraja (Lembaran Daerah Kabupalen Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Dnerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
(L embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana
telah dinbah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun
00 tentang Pentbahan atas Peraluran Daetah Kabupalen Tana Toraja Noimor 10
Tahwun 2008 lentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkal Daerah

Kabupalen Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012
Newnor 01).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN
HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

<

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah.



{2)

(1)

Pajak Rokok yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.

Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.

Cukai rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau
karakleristiknya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang
cukar.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

Waijib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak dan
pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data dan subyek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan

penyetorannya.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Bupali ini dimaksudkan uniuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan hasil
pemungutan pajak rokok.
Peraturan Bupati ini bertujuai untuk -
a. Memperlancar pomungutan -fan penerimaan pajak;
b. Mempertegas lata cara pemanfaatan dan penggunaan hasil pemungutan pajak rokok; dan

¢. Mengalur pembzyjian besaran alokasi hasil pemungutan pajak rokok bagi daerah.

BAB Il
PENGGUHAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

Pasal 3

Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai :
a. Pelayanan kesohitoan: dan

b. Penegakan hitkum.

Kelentuan mengenin pelaksaniian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4
Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat berupa:
a. Pembangunan Gedung Rumah Sakit:
b. Peningkalan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap;
¢. Rehabilitasi ;
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d. Pengadaan oh: dan perbekalan kesehatan:

e. Penyuluhan Iirsyarakal poka hidup sehat;

2 Pengembangin media Promost dan informasi sadar hidup sehat:

. Pembuatan rangan khuss merckok:

h. Rehabililasi betatringan saana kesehatan:

L Pengadaan sarina dan prasarana Puskesmas keliling:;

J. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita;

k. Kegiatan kinnya yang menunjang fungsi peningkalan pelayanan kesehatan masyarakal.
Regiatan pencgaki hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa :
a  Peningkatan kulitas produk hukum daerah, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:
b.  Sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah terkait dengan pajak rokok:
C. Pendataan obyek pajak:
d. Penagihan piutang pajak:

€. Pendataan objek dan subjek pajak.

BAB IV
ALOKAS! PEMANFAATAN DANA BAG! HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

Pasal 5
Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (iima puluh
persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
Sisa dari alokasi pemantaatan dana bagi hasil penerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah.
Total alokasi pajak uniuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai beriku -
a. Paling rendah 90% (Sembilan puluh persen) untuk pelayanan kesehatan: dan
b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk penegakan hukum, .

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6
Pembinaan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil penerimaan pajak rokok dilakukan oleh Bupati
sesuai kefenluan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil penerimaan pajak rokok ditakukan oleh Bupati

atau pejabal yang ditunjuk.
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(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) setiap tahun kepada Gubemur atau Dinas yang menangani
pajak rokok.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berila Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan ¢li Makale

ok Langgal ,1 Aﬂuﬂ:tf

BUPATYI TANA TORAJA,

Plteacen O

THEOFILUS ALLORERUNG
Diundangkan di Mkl

pada langgal _,/

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2014 NOMOR /8



